
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

oleh pemegang peran dan lembaga pelaksana maupun 

akibat persalinan yang terjadi diluar fasilitas kesehatan 

yang memadai; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu,Bayi Baru Lahir, 

dan anak Balita; 

non medis berupa perilaku bermasalah yang dilakukan 

a. bahwa kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak Balita 

merupakan hak dasar manusia dan merupakan salah satu 

unsur kesejahteraan yang harus diperjuangkan 

pemenuhannya dengan upaya sadar dan menyeluruh oleh 

Pemerintah Daerah, Swasta serta masyarakat Kota 

Ku pang; 

b. bahwa kondisi kesehatan Ibu, Bayi Barn Lahir, dan Anak 

Balita di Kota Kupang masih cukup memprihatinkan yang 

ditandai dengan masih tingginya Angka Kematian Ibu, 

Bayi Baru Lahir, dan anak Balita serta tingkat derajat 

kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kematian bayi 

dan angka kematian ibu; 

c. bahwa masih adanya angka kematian tersebut pada 

umurnnya diakibatkan oleh faktor medis dan oleh faktor 

WALIKOTA KUPANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG 

NOMOR 7 TAHUN 2013 

TENT ANG 

KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK BALITA 

Mengingat: 

Menimbang: 



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Kupang. 

2. Pemerintah Daerah ada!ah Pemerintah Kota Kupang. 

3. Walikota adalah Walikota Kupang. 

4. Direktur Rumah Sakit Urnurn Daerah adalah Direktur Rurnah Sakit 

Umum Daerah Kota Kupang. 

Pasal 1 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

ME!l.1UTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI 

BARU LAHIR DAN ANAK BALITA. 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG 

dan 

WALIKOTA KUPANG 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nornor 4437) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terak.hir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

[Lernbaran Negara Republik Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 

43, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3633); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang 

Dacrah Tingkat II 

ten tang 

Ku pang 

1996 5 Tahun 2. Undang-Undang Nornor 

Pcmbcntukan Kotamadya 



5. Sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. 

6. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita disingkat KIBBLA adalah 

paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang 

terbukti berhasil menurunkan Angka Kematian lbu dan Angka Kematian 

Bayi. 

7. Ibu adalah wanita hamil dan melahirkan sampai 42 hari setelah 

persalinan. 

8. Ibu hamil resiko tinggi adalah ibu hamil dengan penyulit kehamilan 

menurut diagnose medis seperti : Anemia dengan kadar HB < 11 G/DL, 
Hipertensi, sedang/pernah menderita penyakit kronis (seperti. TBC, 
kelainan Jantung - Ginjal - Hati, Diabetes mellitus, dll), tumor, riwayat 
kehamilan buruk, riwayat persalinan dengan komplikasi. 

• 9. Kematian lbu adalah kematian seorang wanita yang disebabkan secara 
langsung karena proses kehamilan, persalinan sampai 42 hari setelah 
melahirkan. 

10. Angka Kematian lbu (AKI) adalah jumlah kematian ibu per 100.000 
Kelahiran hidup, dalam wilayah dan kurun waktu tertentu. 

11. Bayi baru lahir yang selanjutnya disebut neonatal adalah bayi yang 
berumur antara O - 28 hari. 

12. Bayi adalah anak yang berumur O (nol) sampai 1 (satu) hari menjelang 
ulang tahun pertama. 

13. Angka Kematian Bayi (AKB) Jumlah Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran 
hidup dalam suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. 

14. Anak Balita adalah anak usia 12 bulan sampai 1 (satu) hari menjelang 
ulang tahun kelima. 

15. Upaya Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai Upaya 
Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) 
Secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat 
kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. 

16. Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya 
penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumberdaya keuangan 
secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat 
kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. 

17. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan adalah tatanan yang 
menghimpun berbagai uapaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan 
serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling 



24. Rumah Sakit yang selanjutnya disebut RS adalah tempat pelayanan 
kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan 
spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan 
pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat Inap. 

25. Pusat Kesehatan Masyarakat yang disebut Puskesmas/ Puskesmas 
Pembantu yang disebut Pustu adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan 
pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. 

neonates. 

mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat 

yang setinggi tingginya. 

18. Pemberdayaan Masyarakat adalah tatanan yang menghimpun berbagai 

upaya perorangan, kelompok dan masyarakat umum di bidang kesehatan 

secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya. 

19. Manajemen Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai uapaya 

administrasi kesehatan yang ditopang oleh pengelolaan data dan 

informasi, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung 

guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi tingginya. 

20. Fasilitas kesehatan yang memadai adalah fasilitas yang memiliki SDMK, 

Bangunan, Peralatan, Obat dan bahan, Sistem dan Peraturan serta 

• Anggaran yang memadai. 

21. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar yang selanjutnya di sebut 

PONED adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawat 

daruratan Obstetri dan Bayi yang meliputi segi pelayanan Obstetri dan 

Bayi. 

22. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif yang selanjutnya 

disebut PONEK adalah kegiatan disamping mampu melaksanakan seluruh 

kegiatan PONED, di Rumah Sakit Kabupaten/Kota untuk aspek Obstetri 

ditambah dengan melakukan transfuse dan bedah Caesar, sedangkan 

untuk aspek bayi ditambah dengan melaksanakan perawatan bayi dengan 

kegiatan perawatan bayi untuk aspek secara intensif oleh bidan/perawat 

t emergency setiap saat. 
23. RS PONEK adalah Rumah Sakit yang ditunjang dengan ketersediaan alat 

dan -tenaga sesuai dengan ketentuan, yang mampu memberikan 
pelayananan komprehensif kegawatdaruratan kebidanan dan bayi 



'.2b. Pos Pelayanan Terpadu disingkat Posyandu adalah Upaya Kesehatan 

Bersumber daya Masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan 

masyarakat yang meliputi 5 program prioritas, yaitu: Keluarga Berencana, 

Kesehatan lbu dan Anak, Gizi, Imunisasi dan penanggulangan Diare. 

27. Pos Kesehatan Desa disingkat Poskesdes adalah fasilitas pelayanan pada 

jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan 

bayi dan mampu memberikan pelayanan obstetri dasar. Poskesdes dikelola 

oleh Bidan yang telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan 

yang diperlukan. 

28. Pusat Kesehatan Masyarakat Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency 

Dasar disingkat Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas 

rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan 

dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus secara purnawaktu 

(24 jam) ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap. 

29. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan 

pelayanan medik dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medik, 

pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan 

rawat Inap. 

30. Pengobatan dan pelayanan kesehatan adalah tindakan pengobatan dan 

pelayanan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan didelegasikan 

kepada Pengatur Rawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan 

pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan 

kesehatan. 

31. Rumah Bersalin adalah adalah tempat penyelenggaraan pelayanan 

kebidanan bagi wanita hamil, pertolongan persalinan dan masa nifas 

fisiologis termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi 

baru lahir secara rawat inap. 

32. Rumah Sakit Bersalin adalah tempat penyelenggaraan pelayanan 

kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologis termasuk 

pelayanan Keluarga Berencana dan perawatan Bayi Baru lahir. 

33. Dokter Umum adalah Dokter yang telah lulus pendidikan sarjana 

kedokteran dan juga telah lulus pendidikan profesi Kedokteran serta telah 

diambil sumpah Dokter. 

34. Dokter Spesialis Obgyn adalah Dokter umum yang telah lulus mengikuti 

pendidikan keahlian dibidang ilmu Kebidanan dan Kandungan. 

35. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan 

bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku, memiliki 



42. Audit Maternal Perinatal disingkat AMP adalah proses penelaahan 
bersama kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta 
penatalaksanaannya dengan menggunakan berbagai informasi dan 
pengalaman dari suatu kelompok terkait untuk mendapatkan masukan 
mengenai intervensi yang paling tepat dilakukan dalam upaya peningkatan 
kualitas pelayanan KIA di suatu wilayah. 

43. Pengembangan Manajemen Kinerja disingkat PMK, Perawat dan Bidan 
adalah suatu upaya peningkatan kemampuan manajerial dan kinerja 
perawat dan bidan dalam memberikan pelayanan keperawatan dan 
kebidanan di sarana/institusi pelayanan kesehatan yang bermutu. 

44. Tenaga Kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan 
professional di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal 

• 

kompetensi dalam bidang kesehatan ibu dan anak, termasuk pelayanan 

asuhan kehamilan (ANC), persalinan dan asuhan nifas (PNC). 

36. Praktek Bidan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan 

kebidanan bagi wanita hamil, nifas, bayi, balita, dan Keluarga Berencana 

secara rawat jalan. 

37. Dukun Bersalin selanjutnya disebut Dukun adalah seseorang warga 

masyarakat, pada umumnya seorang wanita mendapat kepercayaan serta 

memiliki ketrampilan menolong persalinan secara tradisional, dan 

memperoleh ketrampilan tersebut dengan secara turun temurun belajar 
secara praktis atau cara lain yang menjurus kearah peningkatan 
ketrampilan tersebut serta melalui petugas kesehatan. 

38. Standart Operasional Prosedur disingkat SOP adalah standart operasional 
prosedur dalam bidang kesehatan. 

• 39. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang 
diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, 
pengobatan rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya. 

40. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, 
terapi/pengobatan, pemulihan kepada cacat badan atau jiwa, pengecekan, 
dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa 
menggunakan alat kesehatan/medis dan atau bahan serta dilakukan oleh 
tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu. 

41. Surat Ijin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga 
medis atau bidan yang menjalankan praktek swasta setelah memenuhi 
persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan 
kesehatan sesuai dengan profesi dan lokasi yang telah ditetapkan. 



(1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemenuhan 

upaya pelayanan KIBBLA. 

(2) Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. penyuluhan; 

b. pencegahan; 

c. penyembuhan; dan 

d. pemulihan. 

BAB II 

RUANG LINGKUP KIBBLA • 

kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan 

kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. 

45. Air Susu Ibu disingkat ASI yang merupakan makanan bagi bayi. 

46. Inisiasi Menyusu Dini disingkat IMD adalah, kemauan yang kuat dari 

seorang ibu untuk segera memberikan ASI kepada bayi sesaat setelah 

melahirkan. 

4 7. Imunisasi adalah kegiatan memberikan kekebalan bagi bayi atau balita 

melalui vaksin. 

48. ASI Eksklusif adalah Air Susu Ibu yang diberikan pada saat bayi berusia 

0-6 bulan. 

49. MTBM adalah pendekatan Management Terpadu Bayi Muda. 

50. MTBS adalah Management Terpadu Balita Sakit. 

51. Program adalah instrumen-instrumen kebijakan yang berisi satu atau 

I lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk 

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau 

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 

52. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 

beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur 

pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan 

sumber daya baik yang bersifat personil (Sumber Daya Manusia), barang, 

model termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari 

beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan 

untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa . 

Pasal 2 



Tujuan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yaitu : 
a. terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, 

bayi baru lahir dan anak balita di wilayah Daerah; 
b. tersedianya fasilitas yang memadai serta pelayanan kesehatan ibu, bayi 

baru lahir dan anak balita yang terjangkau, bermutu dan aman di wilayah 
Daerah; 

c. terdorongnya perubahan perilaku masyarakat dan tenaga kesehatan 
terhadap pola pencarian pengobatan dan pertolongan persalinan 
dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang profesional; dan 

Bagian Ketiga 
Tujuan 

Maksud dari pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita adalah 
memberikan kepastian jaminan dan perlindungan pelayanan kesehatan 
terhadap ibu, bayi baru lahir dan anak balita yang berkeadilan tanpa 
diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan untuk 
mendapatkan pelayanan yang maksimal. 

Pasal 4 

Bagian Kedua 
Maksud 

Penyelenggaraan KIBBLA berasaskan perikemanusiaan, keadilan, kesamaan 
gender serta non diskriminasi yang berkeTuhanan Yang Maha Esa. 

Pasal 3 

Bagian Kesatu 
Asas 

BAB III 

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 5 



(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan 

KIBBLA. 

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka 

melaksanakan upaya kesehatan : 

a. penyuluhan; 

b. pencegahan; 

c. penyembuhan; dan 

d. pemulihan. 

(3) Teknis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. 

Bagian Kesatu 

Penyelenggara Kesehatan 

BABV 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KIBBLA 

Pemerintah Daerah Bertanggung jawab menjaminan Pelayanan KIBBLA 

berkualitas, meliputi: 

a. pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, clan Anak Balita di Puskesmas 

clan Jaringannya (pustu, poskeskel); 

b. pelayanan kegawatdaruratan dasar kebidanan dan Bayi di Puskesmas 

PONED; dan 

c. pelayanan kegawatdaruratan komprehensif kebidanan dan bayi di Rumah 

Sakit PONEK. 

Pasal 6 

BAB IV 

JAMIN AN PELA YANAN KIBBLA 

d. tercapainya penurunan angka kematian ibu,bayi baru lahir dan anak balita 

di Daerah. 

Pasal 7 



( 1) Penyelenggara kesehatan swasta dapat menyelenggarakan pelayanan 

KIBBLA. 

(2) Penyelenggara kesehatan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dalam rangka melaksanakan upaya Kesehatan: 

a. penyuluhan; 

b. pencegahan; 

c. penyembuhan; dan 

d. pemulihan. 

(3) Penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara 

Teknis dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit Swasta, 

Balai Kesehatan Swasta/ Klinik swasta, Bidan Praktek Swasta, Dokter 

Praktek Swasta. 

(4) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari: 

a. dokter spesialis kebidanan dan kandungan; 

b. dokter umum; 

c. bidan yang telah memiliki kualifikasi Asuhan Persalinan Normal (APN); 

dan 

Pasal 8 

(4) Pelaksanaan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan oleh tenaga kesehatan. 

(5) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari: 

a. dokter spesialis kebidanan dan kandungan; 

b. dokter umum; 

c. bidan yang telah memiliki kualifikasi Asuhan Persalinan Normal (APN); 

dan 

d. perawat yang telah lulus uji kompetensi dengan pendidikan minimal D3 

keperawatan. 

(6) Pelaksanaan dan tugas tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) dilaksanakan di: 

a. Rumah Sakit Umum Daerah; 

b. Puskesmas; 

c. Pustu; 

d. Posyandu; 

e. Poskeskel; dan 

f. Rumah bersalin. 



(1) Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pemberdayaan masyarakat bertanggung jawab melakukan pembinaan 

dan pengawasan terhadap Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat 

(UKBM). 

(2) UKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. posyandu; dan 

b. kelurahan siaga. 

Pasal 11 

hak memperoleh pelayanan kesehatan. 

(2) Pelaksanaan sosialisasi dikoordinasikan dengan Dinas dan instansi 

terkait. 

( 1) Kepala Bagian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pemberdayaan perempuan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan 
sosialisasi penguatan hak-hak perempuan dan anak khususnya tentang 

Pasal 10 

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab menangani kondisi 

kurang Gizi pada bayi baru lahir, bayi dan anak balita. 

(2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. identifikasi faktor penyebab terjadinya Kekurangan Gizi pada bayi baru 

lahir, bayi dan anak balita; 

b. pemberian makanan tambahan kepada bayi dan anak balita; dan 

c. memantau perkembangan kesehatan dan gizi bayi baru lahir, bayi 

dan anak balita. 

I" 111w IL yang telah lulus uji kompetensi dengan pendidikan minimal 

I ' keperawatan. 

( 1) urnah Sakit Swasta dan Balai Kesehatan Swasta/ klinik swasta 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah yang telah memenuhi 

standar PONEK dan PONED. 

Pasal 9 



{ 

(1) Ibu hamil berhak memeriksakan kehamilannya paling rendah 4 (empat) 

kali selama masa kehamilan di fasilitas pelayanan kesehatan yang 

memadai. 

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat: 

a. usia kehamilan 1-3 bulan 1 kali; 

b. usia kehamilan 4-6 bulan 1 kali; dan 

c. usia kehamilan 7-9 bulan 2 kali. 

(3) Fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) terdiri dari : 

Pasal 14 

Paragraf 1 

lbu Hamil 

Bagian Kedua 

Pelayanan Kesehatan 

(1) Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera bertanggung jawab 

memberikan penyuluhan kepada masyarakat. 

(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka 

meningkatkan kesejahreraan masyarakat khususnya ibu dan anak. 

Pasal 13 

(1) Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

perencanaan dan pembangunan daerah bertanggung jawab mendukung 

perencanaan dan evaluasi yang berkaitan dengan program Kesehatan 

Ibu, Bayi, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (KIBBLA). 

(2) Perencanaan dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

meliputi perencanaan anggaran : 

a. penyelenggaraan program; 

b. sarana-prasarana; dan 

c. pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDMK. 

Pasal 12 



/ 

Setiap orang dilarang rnenghalangi ibu harnil untuk rnerneriksakan dan 

rnelahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan yang rnernadai dan ditolong oleh 

tenaga kesehatan yang kornpeten. 

Pasal 17 

Ibu harnil berhak rnendapatkan anjuran dari tenaga kesehatan selarna 

keharnilan. 

Pasal 16 

(1) Ibu harnil berhak rnelahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan yang 

rnernadai dan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kornpeten. 

(2) Hak sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dalarn rangka rnencegah 

kernatian ibu dan bayi baru lahir. 

(3) Fasilitas pelayanan kesehatan rnernadai sebagairnana dirnaksud pada 

ayat (1) terdiri dari: 

a. Rurnah Sakit PONEK/ Rurnah Sakit; atau 

b. Puskesrnas PO NED/ Puskesrnas. 

Pasal 15 

a. puskesrnas rawat inap yang rnarnpu rnelaksanakan pelayanan 

PO NED; 

b. rurnah sakit PONEK; dan 

c. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang rnernenuhi standar 

PONED dan PONEK. 

(4) Dalarn hal daerah belurn rnerniliki fasilitas yang rnernadai sebagairnana 

dirnaksud pada ayat (3) ibu harnil dapat rnenggunakan fasilitas sebagai 

berikut: 

a. poskeskel; 

b. pustu; atau 

c. puskesrnas. 



I 

( 1) Ibu nifas berhak memeriksakan kesehatan pasca persalinan kunjungan 

nifas paling rendah 3 (tiga) kali di fasilitas kesehatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3). 

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada: 

a. masa 6 (enam) jam sampai 3 (tiga) hari setelah persalinan 1 (satu) kali; 

b. masa 4 (empat) hari sampai 28 (dua puluh delapan ) hari setelah 

persalinan 1 (satu) kali; dan 

c. masa 29 (dua puluh Sembilan) hari sampai dengan 42 (empat puluh 

dua) hari setelah persalinan 1 (satu) kali. 

(3) Dalam hal daerah belum memiliki fasilitas kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan fasilitas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4). 

Pasal 20 

Paragraf 3 

Ibu Nifas 

(1) Ibu bersalin dapat memberikan IMD pada bayi yang baru dilahirkan. 

(2) IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam hal 

kondisi ibu dan bayi dalam keadaan stabil. 

Pasal 19 

(1) Ibu bersalin berhak memeriksakan kesehatannya kepada tenaga 

kesehatan yang kompeten. 

(2) lbu bersalin dapat segera memperoleh pelayanan keluarga berencana 

(KB) guna menunda kelahiran, mengatur jarak dan atau menghentikan 

kehamilan sesuai dengan keinginan dan kondisi ibu. 

Pasal 18 

Paragraf 2 

Ibu Bersalin 



1 

(1) Suami harus Siap Antar Jaga (Siaga) istrinya untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan. 

(2) Siap Antar Jaga (Siaga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

Pasal 23 

Paragraf 5 

Suami 

(1) Ibu menyusui berhak memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayinya. 

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pemberian ASI eksklusif sejak bayi lahir sampai usia 6 (enam) bulan; 

b. pemberian ASI lanjutan dan makanan tambahan sejak bayi berusia 

diatas 6 (enam) bulan sampai usia 2 (dua) tahun. 

(3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila terjadi 

kontra indikasi medis meliputi: 

a. ibu terinfeksi penyakit HIV AIDS; 

b. ibu menderita penyakit payudara; atau 

c. alasan kesehatan lainnya. 

(4) Untuk mendapatkan pelayanan Posyandu, Ibu menyusui harus 

membawa bayi ke Posyandu setiap bulan. 

(5) Dalam hal bayi baru lahir dan anak balita sakit, Ibu menyusui harus 

membawa ke perawat/bidan/ dokter untuk mendapatkan pengobatan. 

(6) untuk mencegah bayi terkena diare Ibu menyusui harus melaksanakan 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 

Pasal 22 

Paragraf 4 

Ibu Menyusui 

Untuk mencegah infeksi setelah persalinan dan infeksi pada tali pusat bayi 

yang baru dilahirkan lbu nifas harus melaksanakan Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat. 

Pasal 21 



(1) Dukun bersalin dapat membantu melaksanakan tugas tenaga kesehatan 
dalam menjalankan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. 

Paragraf 7 
Dukun Bersalin 

Untuk mendorong tercapainya pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan 
yang memadai Orangtua dan keluarga harus memberikan dukungan moril 
maupun materil kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, bayi 
baru lahir dan anak balita. 

Pasal 25 

Untuk meningkatkan status gizi ibu hamil serta mencegah terjadinya kasus 
anemia pada ibu hamil, kasus perdarahan pada ibu bersalin dan nifas, Orang 
tua dan keluarga harus memberikan asupan gizi yang baik dan tablet tambah 
darah selama masa kehamilan dan pasca persalinan. 

Pasal 24 

Paragraf6 
Orang Tua dan Keluarga 

a. mengingatkan dan mengantar istri yang sedang hamil untuk 

memeriksakan kehamilannya minimal 4 (empat) kali selama masa 

kehamilan ke tenaga kesehatan; 

b. mengantar istri melahirkan di Puskesmas PONED / RS PONEK; 

c. mengantar istri dan bayinya ke posyandu setiap bulan; 

d. menyediakan semua kebutuhan selama rnasa kehamilan, persalinan 

dan nifas; 

e. mempersiapkan biaya pemeriksaan dan kebutuhan kesehatan bayi 

baru lahir dan anak balita; dan 

f. memberikan dukungan moril kepada istrinya selama masa 
kehamilan, persalinan, nifas dan menyusui. 

Pasal 26 



(1) Bidan wajib melayani pemeriksaan kesehatan ibu hamil paling rendah 4 

kali selama masa kehamilannya. 

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat: 

a. minimal 1 kali pada triwulan pertama (masa kehamilan 1-3 bulan); 

b. minimal 1 kali pada triwulan kedua (masa kehamilan 4-6 bulan); dan 

c. minimal 2 kali pada triwulan ketiga (masa kehamilan 7 -9 bulan). 

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 

dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam standar 

pelayanan kebidanan. 

(4) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam 

penerapannya· terdiri dari : 

a. timbang berat badan dan ukur tinggi badan; 

b. ukur tekanan darah; 

c. ukur fundus uteri; 

d. tablet besi; 

e. tetanus toxoid; 

f. temu wicara; 

g. tes laboratorium; laboratorium wajib dan khusus; 

h. nilai status gizi (ukur lingkar lengan atas); dan 

i. tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ). 

Paragraf 8 

Tenaga Kesehatan 

Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kemitraan, 

terdiri dari : 

a. menginformasikan kepada tenaga kesehatan tentang keberadaan 

ibu hamil; 

b. mendorong ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan ke 

fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai; 

c. mendampingi ibu hamil untuk memeriksa dan melahirkan di 

fasilitas kesehatan yang memadai; 

d. membersihkan dan merawat ibu setelah melahirkan; 

e. merawat bayi baru lahir; dan 

f. merawat ibu pada saat nifas. 

Pasal 27 



(1) Tenaga kesehatan wajib merujuk lbu hamil dengan resiko tinggi ke 

fasilitas kesehatan yang memadai. 

(2) Resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ibu hamil 

dengan: 

a. kasus Anemia sedang sampai berat; 

b. kasus hipertensi; 

c. kasus perdarahan; dan 

d. kasus kehamilan dengan penyakit kronis, termasuk asthma. 

(3) Fasilitas pelayanan kesehatan memadai sebagaimana dimaksud adalah: 

a. Rumah Sakit PONEK/ Rumah Sakit; 

b. Puskesmas PO NED/ Puskesmas. 

Pasal 29 

(1) Bidan wajib melakukan kunjungan rumah kepada ibu hamil, kunjungan 

nifas, kunjungan bayi baru lahir dan kunjungan anak balita. 

(2) Kunjungan rumah kepada ibu hamil dan ibu nifas, bayi baru lahir dan 

anak balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka: 

a. perencanaan persalinan ibu hamil dan pencegahan komplikasi; dan 

b. perencanaan kontrasepsi KB pasca persalinan. 

(3) Kunjungan rumah kepada bayi baru lahir dan balita sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dalam rangka: 

a. pemeriksaan tanda bahaya seperti kemungkinan infeksi, ikterus, 

diare dan berat badan rendah; 

b. pemberian imunisasi hepatitis B-0 bila belum diberikan pada waktu 

perawatan bayi baru lahir; 

c. konseling kepada ibu dan keluarga tentang pemberian asi eksklusif, 

pencegahan hipotermi dan melaksanakan perawatan bayi baru lahir 

di rumah dengan menggunakan buku KlA; dan 

d. penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan. 

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 

disampaikan kepada sektor-sektor terkait untuk tindak lanjut sesuai 

dengan tingkat pelayanan di Kelurahan, Kecamatan dan Kota. 

Pasal 28 



(1) Tenaga kesehatan wajib memberi pelayanan kesehatan kepada ibu nifas 

sesuai standar. 

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjuti dengan 

deteksi dini komplikasi pada ibu nifas. 

(3) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan 

pemantauan pemeriksaan dengan melakukan kunjungan nifas minimal 

sebanyak 3 kali dengan ketentuan waktu: 

a. kunjungan nifas pertama pada masa 6 jam sampai dengan 3 hari 

setelah persalinan; 

b. kunjungan nifas kedua dalam waktu 2 (dua) minggu setelah persalinan 

(8 -14 hari); dan 

(1) Tenaga Kesehatan wajib melakukan deteksi dini faktor resiko dan 

komplikasi kebidanan kepada ibu hamil. 

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka: 

a. melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang memadai paling 

lambat 14 hari sebelum hari perkiraan lahir; dan 

b. melakukan rujukan ibu hamil normal ke fasilitas kesehatan yang 

memadai paling lambat 3 hari sebelum hari perkiraan lahir. 

Pasal 31 

Pasal 32 

(1) Tenaga Kesehatan wajib memberikan pertolongan persalinan kepada ibu 

hamil di fasilitas kesehatan memadai. 

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan 

hal-hal sebagai berikut: 

a. pencegahan infeksi; 

b. metode pertolongan persalinan yang sesuai standar; 

c. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani ke tingkat pelayanan yang 

lebih tinggi; 

d. melaksanakan inisiasi menyusu dini (IMD); dan 

e. memberikan injeksi vitamin Kl, salep mata dan HBO pada bayi baru 

lahir. 

Pasal 30 



(1) Tenaga Kesehatan wajib melakukan pemeriksaan dan pelayanan 

kesehatan neonatus kepada bayi baru lahir dari O sampai 7 hari. 

Pasal 34 

(1) Tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan KB kepada ibu nifas 

maupun PUS dengan tetap menghormati standar dan hak individu. 

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menganjurkan 

maupun memasangkan alat kontrasepsi sebagai berikut: 

a. KB alamiah (sistem kalender, metode amenore laktasi, coitus 

interuptus); 

b. metode KB hormonal [pil, suntik, susuk); 

c. metode KB non - hormonal (kondom, AKDR/IUD, vasektomi dan 

tubektomi). 

Pasal 33 

c. kunjungan nifas ketiga dalam waktu 6 (enam) minggu setelah 

persalinan (36-42 hari). 

(4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pemeriksaan tekanan darah; 

b. pemeriksaan nadi, respirasi dan suhu; 

c. pemeriksaan tinggi fundus uteri (involusi uterus); 

d. pemeriksaan lokhia dan pengeluaran per vaginam lainnya; 

e. pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif 6 bulan; 

f. pemberian kapsul vitamin A 200.000 IU sebanyak 2 kali, pertama 

segera setelah melahirkan, kedua diberikan setelah 24 jam pemberian 

kapsul vitamin A pertama; dan 

g. pelayanan KB paska salin. 

(5) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 

ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan di fasilitas kehatan yang memadai 

atau dengan cara kunjungan rumah. 

(6) Untuk memudahkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5), tenaga kesehatan dapat melakukan pendataan dan membuat 

kantong persalinan di wilayah kerjanya. 



(1) Tenaga Kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi selama 

periode 29 hari sampai dengan 1 (satu) hari menjelang ulang tahun 

pertama. 

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

Pasal 38 

(1) Tenaga Kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan neonatal 

dasar kepada bayi baru lahir secara komprehensif. 

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara: 

a. memeriksa dan merawat bayi baru lahir; dan 

b. memeriksa dengan menggunakan pendekatan manajemen terpadu bayi 

muda (MTBM). 

(3) Cara memeriksa dan merawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a meliputi : 

a. merawat tali pusat; 

b. pemberian ASI eksklusif; 

c. memastikan bayi telah diberi injeksi vitamin kl; 

d. memastikan bayi telah diberi salep mata antibiotik; dan 

e. pemberian imunisasi hepatitis B - 0. 

(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi : 

a. pemeriksaan tanda bahaya seperti kemungkinan infeksi bakteri, 

ikterus, diare, berat badan rendah dan masalah pemberian asi; 

b. pemberian imunisasi hepatitis B-0 bila belum diberikan pada waktu 

perawatan bayi baru lahir; 

c. konseling terhadap ibu dan keluarga untuk memberikan asi eksklusif, 

pencegahan hipotermi dan melaksanakan perawatan bayi baru lahir di 

rumah dengan menggunakan buku kia; dan 

d. penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan. 

b. kunjungan neonatal ke - 2 (kn 2) pada hari ke empat sampai hari ke 

tujuh; dan 

c. kunjungan neonatal ke - 3 (kn 3) pada hari ke delapan sampai hari ke 

dua puluh delapan. 

Pasal 37 



I 

( 1) Bidan dan Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), 

Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), 

Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) 

Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat {l) dikenakan 

sanksi administrasi berupa: 

a. Teguran lisan; 

b. Teguran tertulis; 

c. Denda administratif; 

d. Pemberhentian sementara; atau 

e. Pemberhentian tetap. 

(2) Ketentuan mengenai proses dan tata cara pemberian sanksi administrasi 

diatur dengan Peraturan Walikota. 

Pasal 40 

(1) Tenaga Kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan anak balita. 

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(l) meliputi: 

a. memantau pertumbuhan anak Balita yang tercatat dalam buku 

KIA/KMS; 

b. melakukan stimulasi deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh kembang; 

c. memberikan Vitamin A dosis tinggi ( 200.000 IU); 

d. memantau Kepemilikan dan pemanfaatan buku KIA oleh setiap anak 

balita; dan 

e. memberi Pelayanan anak balita Sakit sesuai standar dengan 

menggunakan pendekatan Managemen Terpadu Balita Sakit. 

Pasal 39 

I" 11tl11•11un imunisasi dasar lengkap (HB-0, 0-7 hari, BCG, polio 

1,2, ,4, DPT/HB- 1,2,3, campak) sebelum bayi berumur 1 tahun; 

b. Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Bayi (SDIDTKB); 

c. pemberian vitamin A 100.000 IU (6 - 11 bulan); 

d. konseling ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI, tanda - 

tanda sakit dan perawatan kesehatan bayi di rumah menggunakan 

buku KIA; dan 

e. penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan. 



I 

(1) Lembaga Donor dan Organisasi Non Pemerintah dapat membantu 

menyukseskan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru 

lahir dan anak balita yang tidak mengikat. 

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. ban tuan dana; 

Pasal 42 

Paragraf 9 

Lembaga Donor dan Organisasi Non Pemerintah 

(1) Tenaga Kesehatan dilarang: 

a. melakukan pertolongan tanpa menggunakan fasilitas kesehatan yang 

memadai sesuai SOP; 

b. meninggalkan tugas tanpa izin atasan langsung kecuali: 

1. ada urusan kedinasan yang tidak bisa diwakili; 

2. mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas 

pelayanan; 

3. sakit; dan 

4. urusan keluarga yang sangat penting. 

(2) Perawat dilarang melakukan pemeriksaan dan pertolongan persalinan ibu 

hamil kecuali: 

a. telah lulus uji kompetensi; 

b. memiliki sertifikat APN dan Poned; 

c. Pendidikan minimal D3 keperawatan; dan 

d. bidan tidak berada di tempat. 

(3) Tenaga kesehatan dan perawat yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud Pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi 

berupa: 

a. Teguran lisan; 

b. Teguran tertulis; 

c. Denda administratif; 

d. Pemberhentian sementara; atau 

e. Pemberhentian tetap. 

Pasal 41 



(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengalokasikan anggaran dalam 
rangka melaksanakan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, ibu 
bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, bayi baru lahir dan anak balita serta 
penyediaan biaya peningkatan kompetensi Nakes (bidan dan perawat). 

(2) Anggaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber 
dari: 
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan 
b. sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat. 

Pasal 44 

Bagian Kedua 
Penyediaan Pembiayaan Anggaran 

mendistribusikan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan berdasarkan 
kualifikasi di seluruh wilayah daerah. 

(2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. dokter spesialis anak, kebidanan dan kandungan, dan anestesi; 
b. dokter umum; 
c. bidan; dan 
d. perawat. 

(3) Pendistribusian tenaga kesehatan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan azas pemerataan dan keadilan. 

(4) Pendistribusian tenaga kesehatan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 
secara teknis berdasarkan rekomendasi dari Dinas kesehatan dan RSUD. 

menyediakan jawab dan 
Pasal 43 

bertanggung Daerah (1) Pemerintah 

Bagian Kesatu 
Penyediaan Tenaga Kesehatan 

BAB VI 

SUMBER DAYA KESEHATAN 

pengembangan SDMK; dan 

bantuan logistik. 



(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sistim informasi 

pelayanan KIBBLA. 

(2) Penyediaan sistim informasi sebagaimana dimaksud pad ayat (1) berupa 

Pusat Informasi KIBBLA. 

(3) Pusat Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa 7H7 (Tujuh 

Hari Sebelum Bersalin dan Tujuh Hari Setelah Bersalin) secara 

berjenjang. 

(4) Berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : 

a. RSUD; 

Pasal 46 

Bagian Keempat 

Sistem Informasi 

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyiapkan dan meningkatkan 

fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu 

menyusui, bayi baru lahir dan anak balita. 

(2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. Puskesmas PONED; 

b. Rumah sakit PONEK; 

c. fasilitas fi.sik bangunan; 

d. fasilitas obat-obatan dan bahan habis pakai; 

e. jaminan kesehatan; 

f. kendaraan; 

g. biaya operasional; 

h. alat kesehatan; dan 

i. alat penunjang medis (kamar mayat, laboratorium, radiologi, 

rehabilitasi medik, sanitasi, pemeliharaan alat medis (PAM) center, 

dapur dan laundry). 

(3) Tanggung jawab menyiapkan puskesmas PONED dan Rumah Sakit 

PONEK dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. 

Pasal 45 

Bagian Ketiga 

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 



(1) Kepala Puskesmas bertanggung jawab melakukan perencanaan dalam 
rangka mengsukseskan program KIBBLA. 

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. perencanaan logistik clan alat kesehatan; 
b. perencanaan sumber daya manusia kesehatan (SDMK); 

Pasal 48 

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang kesehatan bertangung jawab melakukan 
perencanaan dalam rangka mengsukseskan program KIBBLA. 

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. perencanaan perekrutan, penempatan clan peningkatan kompetensi 

tenaga kesehatan; 
b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir clan anak 

balita; 
c. perencanaan tata laksana standar pelayanan; 
d. perencanaan standar kinerja tenaga pelayanan kesehatan ; 
e. standar sarana dan prasarana kesehatan; 
f. standar operasional prosedur pelayanan kesehatan; clan 
g. perencanaan biaya operasional clan pemeliharaan sarana prasarana. 

Pasal 47 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

BAB VII 

PERENCANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI 

b. Puskesmas; 

c. Puskesmas Pembantu; 

d. Pos Kesehatan Kelurahan; 

e. Kecamatan; 

f. Kelurahan; 
g. Rukun Warga; clan 
h. Rukun Tetangga. 



I 

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap 
tenaga kesehatan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara baik 
dan berkualitas. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: 
a. pendidikan berkelanjutan dan pelatihan secara berkala; 
b. konsultasi teknis pelayanan KIBBLA; dan 
c. koordinasi pelayanan KIBBLA. 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara teknis 
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. 

Pasal 50 

Bagian Kedua 
Pembinaan 

(1) Direktur Rumah Sakit bertangung jawab melakukan perencanaan dalam 

rangka mengsukseskan program KIBBLA. 

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Perencanaan, perekrutan, penempatan dan peningkatan kompetensi 

tenaga kesehatan; 

b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak 

balita; 

c. perencanaan tata laksana standar pelayanan; 

d. perencanaan standar kinerja tenaga pelayanan kesehatan; 

e. standar sarana dan prasarana kesehatan, 

f. standar operasional prosedur pelayanan kesehatan; dan 
g. perencanaan biaya operasional dan pemeliharaan sarana prasarana. 

Pasal 49 

c. perencanaan sarana - prasarana; dan 

d. perencanaan biaya operasional dan pemeliharaan. 



(1) Pemerintah Daerah bertangung jawab melakukan evaluasi terhadap 
pelaksanaan pelayanan KIBBLA secara berkala. 

(2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
paling rendah 2 kali dalam 1 tahun. 

(3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasi 
oleh Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perencanaan dan pembangunan daerah. 

Pasal 52 

Bagian Keempat 
Evaluasi 

(1) Pemerintah Daerah bertangung jawab melaksanakan pengawasan 

terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak 

balita maksimal 6 (enam) bulan sekali. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk: 

a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak 

balita; 

b. perijinan; 

c. bantuan dari lembaga donor dan organisasi non pemerintahan 

d. ketentuan tata laksana standar pelayanan; 

e. standar kinerja tenaga pelayanan kesehatan; 

f. standar sarana dan prasarana kesehatan; dan 
g. standar operasional prosedur pelayanan kesehatan. 

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara 
teknis operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan 
Keputusan Walikota. 

( 4) Pelaksanaan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilaporkan kepada Walikota. 

Bagian Ketiga 

Pengawasan 

Pasal 51 



( 1) Tokoh masyarakat dan tokoh agama berperan serta dalam mendukung 

penyelenggaraan pelayanan KlBBLA. 

(2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. memberikan dukungan moril penyelenggaraan KlBBLA melalui 

kelurahan siaga; dan 

b. memberikan pengawasan kepada masyarakat untuk menghindari 

praktek-praktek pengobatan yang bertentangan dengan aturan 

penyeleggaraan kesehatan. 

Pasal 54 

Bagian Kedua 

Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama 

( 1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam pelayanan kesehatan 

kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir dan anak balita. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan dalam bentuk: 

a. memberikan informasi dan mendorong keluarga untuk memanfaatkan 

fasilitas kesehatan yang memadai; 

b. menjaga fasilitas kesehatan yang ada; 

c. aktif dalam program kelurahan siaga; dan 

d. revitalisasi posyandu dan kelurahan siaga. 

Bagian Kesatu 

Masyarakat 

BAB VIII 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 53 



f 

(1) Kelurahan siaga berperan serta dalam mendukung program pelayanan 

KlBBLA. 

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dalam bentuk 

kegiatan: 

a. jejaring data; 

b. jejaring transportasi; 

c. jejaring donor darah; 

d. jejaring dana; 

e. jejaring KB; dan 

f. jejaring lain sesuai dengan kebutuhan lokal kelurahan. 

Pasal 56 

Bagian Keempat 

Kelurahan Siaga 

(1) Kader Posyandu berperan serta dalam mendukung program pelayanan 

KlBBLA. 

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kegiatan: 

a. melakukan kunjungan rumah untuk mendata kelompok sasaran; 

b. menggerakan sasaran pergi ke posyandu; 

c. mengingatkan ibu hamil untuk melahirkan di fasilitas kesehatan yang 

memadai; 

d. melaporkan ke Bidan bila ada ibu ha.mil di wilayahnya dan yang akan 

melahirkan; 

e. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan penimbangan di Posyandu; 

dan 

f. melakukan pencatatan dan pelaporan Posyandu. 

Pasal 55 

Bagian Ketiga 

Kader Posyandu 



(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang 

yang berprestasi mensukseskan program KIBBLA. 

Pasal 59 

Bagian Kesatu 

Penghargaan 

BABX 
PENGHARGAAN DAN INSENTIF 

(1) Pemerintah Daerah bertangungjawab melaksanakan penyuluhan keluarga 

berencana kepada pasangan usia subur, keluarga, dan masyarakat pada 

umumnya. 

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis 

dilaksanakan oleh Badan KB-KS. 

Bagian Kedua 

Penyuluhan Keluarga Berencana 

Pasal 58 

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyuluhan 

kesehatan pada setiap tahapan kepada ibu, suami, keluarga dan 

masyarakat. 

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis 

dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 

Pasal 57 

Bagian Kesatu 

Penyuluhan Kesehatan 

BAB IX 

PENYULUHAN 



(1) Selain penyidik Palisi Negara Republik Indonesia, kepada Pejabat Pegawai 

Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan 

urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai 

penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak 

pidana di bidang kesehatan. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: 

BAB XI 

PENYIDIKAN 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberi insentif kepada tenaga kesehatan dan 

kader yang melaksanakan tugas menyukseskan KIBBLA. 

(2) Insentif sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) bertujuan 

meningkatkan kinerja tenaga kesehatan. 

(3) Ketentuan mengenai besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatur dengan Peraturan Walikota. 

Pasal 60 

Bagian Kedua 

Insentif 

Pasal 61 

(2) Setiap orang yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah: 

a. tenaga kesehatan yang di wilayah kerjanya tidak ada kematian ibu, 

bayi baru lahir dan anak balita selama 3 tahun berturut-turut; 

b. dukun bersalin yang mampu melaksanakan kemitraannya dengan 

Bidan; 

c. kelurahan siaga yang aktif; 
d. kader posyandu yang bekerja aktif; dan 

e. masyarakat yang berjasa menyukseskan program KIBBLA. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1} diatur dengan Peraturan W alikota. 



Setiap orang yang menghalangi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan 

dan melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan ditolong 

oleh tenaga kesehatan yang kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling 

banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

Pasal 62 

BAB XII 

KETENTUAN PIDANA 

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan 

tentang tindak pidana di bidang kesehatan; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan 

tindak pidana di bidang kesehatan; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum 

sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan; 

d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/ atau dokumen lain tentang 

tindak pidana di bidang kesehatan; 

e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti 

dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan; 

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 

tindak pidana di bidang kesehatan; 

g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang 

membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan. 

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh 

penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
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Diundangkan di Kupang 

pada tan gal 20 Agustus 013 

,------ 
4( JONAS SALEAN {_ 

Ditetapkan di Kupang 

pada tanggal 20 Agustus 2013 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal63 

BAB xm 
KETENTUAN PENUTUP 



I 

Cukup jelas. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Tingginya angka kematian ibu, bayi baru lahir dan anak di Kota 

Kupang membawa dampak pada turunnya produktivitas kerja di kalangan 

masyarakat dan populasi generasi penerus bangsa tidak akan bertambah 

banyak. Kondisi ini justru akan menyebabkan masyarakat Kota Kupang 

tidak dapat keluar dari lingkaran kemiskinan yang meliliti kehidupannya 

dan populasi penduduk akan terus berkurang. 

Seiring dengan persoalan tersebut, penurunan angka kematian ibu, 

bayi baru lahir dan anak menjadi perhatian Pemerintah Kota Kupang 

dengan berbagai upaya kesehatan yang dilakukan terhadap ibu, bayi baru 

lahir dan anak, yang tentunya tidak sedikit mengeluarkan biaya untuk 

menjamin kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak.Tingginya angka 

kematian ibu, bayi baru lahir dan anak akan berdampak pula pada 

penurunan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang. 

Bila dibandingkan dengan keuntungan yang dapat diraih jika 

kematian ibu, bayi baru lahir dan anak itu dapat ditekan , maka dapatlah 

dikatakan bahwa tidak sebanding dengan kerugian yang diderita jika 

seandainya angka kematian ibu, bayi baru lahir dan anak terus meningkat 

dari tahun ke tahun. Yang mungkin dapat menikmati keuntungan adalah 

segelintir pengusaha obat-obatan, apoteker, dukun kandungan, dan 

mereka yang terlibat dalam peredaran obat-obatan yang berkaitan dengan 

kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak. Keuntungan ini tidak berarti 

sama sekali, karena sebagai manusia memiliki tanggung jawab yang sama 

untuk menjamin kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak sekalipun kecil 

kemungkinan bagi mereka dan atau keluarga untuk mengalami kematian 

sang ibu, bayi baru lahir dan anak. 

I. UMUM 

PENJELASAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG 

NOMOR 7 TAHUN 2013 

TENT ANG 

KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK BALITA 



Pasal 7 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

hurufa 

Penyuluhan adalah usaha promosi bagi pelayanan 

kesehatan. 

hurufa 

Cukup jelas. 

hurufb 

Puskesmas PONED (Pelayanan Obsetri Neonatal Emergency 

Dasar) dimaksud yakni pelayanan kegawatdaruratan dasar 

kebidanan dan Bayi di Puskesmas dan huruf c. Rumah Sakit 

PONEK (Pelayanan Obsetri Neonatal Emergency 

Komprehensif) dimaksud yakni pelayanan kegawatdaruratan 

komprehensif kebidanan dan bayi di Rumah Sakit. 

hurufc 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Yang dimaksud dengan non diskriminasi adalah tidak ada 

pembatasan, pelecehan atau pengecualian yang langsung ataupun 

tidak langsung di dasarkan pada pembedaan manusia atas dasar 

agama, suku, ras, ethnik, kelompok, golongan status sosial, status 

ekonomi, jenis kelamin, bahasa, politik, yang berakibat pengurangan, 

penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau 

penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam 

kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang polotik, 

ekoriorni, hukum, sosial, budaya dan dalam aspek kehidupan lainnya. 

Pasal 4 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 5 



Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Ayat (3) 

hurufb 

Pencegahan adalah upaya pencegahan bagi pelayanan 

kesehatan. 

hurufc 

Penyembuhan adalah usaha pengobatan bagi pelayanan 

kesehatan. 

hurufd 

Pemulihan adalah usaha rehabilitasi bagi pelayanan 

kesehatan. 



Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Yang dimaksudkan dengan dukungan moril adalah saran, 

pendapat, dorongan/motivasi, akses dan kesempatan yang 

diberikan oleh orangtua dan keluarga kepada ibu hamil, ibu 

bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, bayi barn lahir dan anak balita 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan 

yang memadai. Dan yang dimaksudkan dengan dukungan 

dukungan materiil adalah dana/ anggaran/ biaya yang diberikan 

oleh orangtua dan keluarga kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu 

nifas, ibu menyusui, bayi barn lahir dan anak balita untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan yang 

memadai. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Ayat (1) 

Ibu nifas adalah ibu yang barn saja melahirkan hingga usia 

melahirkan empat puluh hari. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 



Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

hurufa 

Cukup jelas. 

hurufb 

Cukup jelas. 

huruf c 

Ukur fundus uteri adalah diukur dari batas atas 

simpisis sampai batas bawah procecesus xyphodeus. 

hurufd 

Tablet besi adalah tablet atau obat yang mengadung zat 

besi. 

huruf e 

Tetanus toxoid adalah faksin yang diberikan untuk 

mencegah penyakit tetanus. 

huruff 

Cukup jelas. 

huruf g 

Cukup jelas. 

hurufh 

Cukup jelas. 

hurufi 

Cukup jelas. 
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Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

hurufa 

Cukup jelas. 

hurufb 

Pemeriksaan nadi, respirasi dan suhu adalah 

pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur 

kecepatan denyut nadi, kecepatan pernapasan dan 

tinggi rendah suhu tubuh. 

hurufc 

Pemeriksaan fundus uteri (involusi uterus) adalah 

diukur dari batas atas simpisis sampai batas bawah 

procecesus xyphodeus. 

huruf d 

Cukup jelas. 

hurufe 

Pemeriksaan lokhia dan pengeluaran per vaginam 

adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui 

cairan yang keluar melalui vagina pada saat setelah 

bersalin. 

huruff 

Cukup jelas. 

hurufg 

Cukup jelas. 



Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

· Cukup jelas. 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Ayat (1) 

hurufa 

Yang dimaksudkan dengan SOP, yakni standar 

operasional dan prosedur yang mengikat bagi para 

tenaga kesehatan berdasarkan Prosedur Tetap (protap). 

hurufb 

Cukup jelas. 



Pasal 54 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

hurufa 

Jejaring data adalah jejaring pada kelurahan siaga 

yang berfungsi untuk mengumpulkan data-data ibu 

hamil, bayi, balita dan pasangan usia subur. 

hurufb 

Jejaring transportasi adalah jejaring pada kelurahan 

siaga yang berfungsi untuk mendata warga-warga yang 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

Pasal 53 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

hurufa 

Cukup jelas. 

hurufb 

Cukup jelas. 

hurufc 

Cukup jelas. 

hurufd 

Revitalisasi posyandu adalah; proses mengembalikan 

peran dan fungsi posyandu sesuai peruntukkannya; 

dan revitalisasi kelurahan siaga adalah proses 

mengembalikan peran dan fungsi kelurahan siaga 

sesuai komitment awal pada saat kelurahan siaga 

dibentukan. 
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Pasal 57 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

mempunyai alat transportasi roda dua maupun roda 

em pat. 

hurufc 

Jejaring donor darah adalah jejaring pada kelurahan 

siaga yang berfungsi untuk mendata warga yang bisa 

menjadi calon pendonor. 

huruf d 

Jejaring dana adalah jejaring pada kelurahan siaga 

yang bergerak dalam pengumpulan dana Tabulin dan 

dasulin yaitu tabungan dana persalinan. 

huruf e 

Jejaring KB adalah jejaring pada kelurahan siaga yang 

berfungsi untuk mendata calon akseptor pada 

pasangan usia subur. 

huruff 

Cukup jelas. 

 


